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TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka
sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri
atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan
pembinaan kinerja, penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil
penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu sistem informasi
kinerja

b. bahwa dengan adanya sistem manajemen kinerja Pegawali
Negeri Sipil yang komprehensif, diharapkan kinerja Pegawai
Negeri Sipil yang tercermin dari pencapaian indikator kinerja
dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja
organisasi

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu
Pegawai dilingkungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara,




10.

1

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007,
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta)‘




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

..

16. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun
2021 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.

Indikator Kinerja Individu Pegawai sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian
sasaran kinerja individu pegawai yang menduduki Jabatan
Struktural, Pelaksana dan Fungsional sesuai tugas dan
fungsinya yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas
Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta.

Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program,
kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di
lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Indikator Kinerja Individu Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, terdiri dari Indikator Kinerja Individu
Pejabat Eselon II, III,IV, Fungsional dan Pelaksana

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada tanggal : 7 /@r¢asn Fozz

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN

he:

¢ i
. Téﬂl JUANDA, MM




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat
menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI). Indikator Kinerja
Individu adalah Tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran
tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator
Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu
pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses
penyusunan IKI Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini.

Kami sadar bahwa Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta masih jauh dari sempurna, untuk itu kami
mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan

penyempurnaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) berikutnya.

Purwakarta, Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGM—-DAN PERINDUSTRIAN
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator

Kinerja Utama;
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15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

16. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Tugas, dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 241
Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan
dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Koperasi,Usaha Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Dinas
Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
menyelengarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan
bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintaan dan pelayanan umum bidang
koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi,
Usaha,Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

S. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan

. o . 4
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1.4.

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN IKI

Penetapan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Koperasi UKM

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta disusun dengan

maksud dan tujuan, antara lain :

1%

1.5.

Menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
Memudahkan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik.

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas

Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator

Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud

dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran , Tugas, Fungsi dan Struktur
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BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunarn tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu
tertentu.

Dalam mekanisme Kkepemerintahan, perencanaan pembangunan

tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang
terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan
perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus
perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan
selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian
terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah dirumuskan
pada akhir tahun 2018, yang substansinya merupakan turunan dari

8
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Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam
dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

2.2 VISI dan MISI.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta
untuk Visi dan Misi disamakan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta,

sebagai berikut:

Visi Mengandung Makna bahwa : “mengerahkan segala potensi yang
ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta
Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi

tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan

Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila
dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada
Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat
menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang
kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan

pada semangat toleransi terhadap berbagai problem- problem kemanusiaan,

mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada

kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohar,

Penetapan Indikator Kinerja Individu Tafiun 2022
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
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persoalan Kketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin,
semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan
yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai
persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan
nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya
ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian
juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada
perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di
seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan
antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang
jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem
keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi
dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa
yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan,
otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan
pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang
berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada
nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa
terwujud”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan
Visi Mewujudkan Purwakarta Istimewa tersebut, maka ditetapkan 4 Misi
yang diemban Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Purwakarta Hanya 1 Misi ke 4 adalah :

B e e T e s

“Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang =
Kokoh Berbasis Desa” 9
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2.3 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi
dan Misi Dinas ditetapkanlah Tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan

Dan Perindustrian

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal

Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap

kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Peningkatan perlindungan terhadap kensumen
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
Meningkatkan tatakelola RetribusiPelayanan Pasar

Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan

produktifitas

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian diperlukan beberapa Sasaran yg
mengambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan
Indikator Kinerja untuk mengukur apakah Sasaran Strategis (SS) dapat
mengkonfirmasikan Tujuan yangg akan dicapai.

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing
tujuan adalah sebagai berikut :

. Tujuan 1 (T.1), “Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal®, ditandai
dengan tercapainya Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan 1 (T.1)
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

Meningkatakan Tatakelola Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Pemerintahan instansi Organisasi  [Persentase pemenuhan penunjang
Perangkat Daerah pelayanan perkantoran
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S. Tujuan (T.5),” Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
Sasaran Strategis (SS) :
Tabel 6

Tujuan 5 (T.5)

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

Meningkatnya PAD Retribusi _ %
Peningkatan retribusi pelayanan pasar

Pelayanan Pasar Dinas Koperasi

UKM Perdagangan danPerindustrian

6. Tujuan 6 (T.5),” Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam

meningkatkan produktifitas Sasaran Strategis (SS) :

Tabel 7
Tujuan 6 (T.6)
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan .
. Jumlah IKM produktif
produktifitas produk IKM

2.4 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang
wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang
dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut
Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Koperasi UKM Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, yaitu :

Strategi

1. Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah
Produk Serta Jangkauan Pemasaran
2. Pengembangan aparatur dan penguatan SDM untuk meningkatkan

pelayanan public
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3. Meningkatkan Sistem dan Manajerial Koperasi Serta Kapasitas dan
Kualitas SDM Pengelola Koperasi
Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan
Peningkatan pengawasan persaingan usaha yang sehat dan tertib ukur
Peningkatan aktivitas pendistribusian sarana dan prasarana
Perdagangan

7. Pelaksanaan pengelolaan retribusi yang optimal sesuai prinsip prinsip
akuntabilitas

8. Meningkatkan produktifitas industri

Kebijakan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam
mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal
ini Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta. Kebijakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan
Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam Peningkatan
Ekonomi Masyarakat
Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan public
Membina, Mengawasi dan Memberikan Penghargaan Bagi Koperasi
Berprestasi

4. Penguatan peran UMKM dalam peningkatan kapasitas sumber daya
manusia kelembagaan dan usaha.

S. Peningkatan tertib ukur dan Peningkatan pengawasan kemetrologian
dan tera, tera ulang UTTP

6. Pengembangan jaringan distribusi yang efisiendan informasi harga, stok

dan barang beredar
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7. Mengoptimalkan perolehan pendapatan retribusi melalui
intensifikasi/ekstensifikasi sumber sumber pendapatan

8. Mendorong pertumbuhan industri, mikro, kecil, menengah dan besar

2.5. GAMBARAN KONDISI ORGANISASI
2.5.1.Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil
Menengah, Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta setelah di
berlakukannya Perda Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindutrian dan
Perdagangan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 128 orang, yang
susunannya terinci sebagai berikut :

a. Status dan Jenis Kelamin

: Jenis Kelamin
No Status Kepegawaian Rl Perempuan Jumlah
1 PNS 47 26 73
2 | GPNS E 3 3
3 NON PNS 40 12 52
Jumlah 128
b. Golongan Ruang
Golongan Ruang
No/§[(WE I I I v Jumlah
egawai
a|blc|d|a|] b |e d a| b c d a|blc|d
1 PNS = {1 () B e e S 16 3 7 10 11 S{11]- 73
2 | CPNS o e e ! I ) ) £ 1 I e I e I e 3
3. | NON PNS NON Golengan /Ruang 50
Jumlah 128
c. Tingkat Pendidikan
Status Tingkat Pendidikan
No | Kepegawaian | SD [ SLTP [ SLTA | D1 [ D3 | Si SOmIEST et
1 PNS 4 1 28 - 5 25 10 - 73
2 | CPNS - - - - - 3 - - 3
3 | NON PNS 7 6 27 - 4 8 - - 52
Jumlah 128
d. Jabatan/ Esselon
Status Jabatan / Esselon
N 3
° | Pegawai i i TViS a[i Japung s Pelakeana s
1 | PNS 1 5 11 15 41 73
2 | CPNS y £ 2 3 ; 3
3 | NON PNS - - = = 5, 52
Jumlah 128
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4. Relevant ; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang
menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan /kegagalan) yang akan
diukur.

5. Timelines ; Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang
dapat dicapai untk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator
kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
Indikator
Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Individu (IKI) digunakan

instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah,

2. Perencanaan Tahunan,

3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,

5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,

6. Pemantauan dan Pengéndalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Individu (IKI)

hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA
dan Kebijakan Umum,

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas
kinerja,

4. Kebutuhan statistik pemerintah,

5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.
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